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BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUS] PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN AR,

Meniinbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan delasn Pasal 156

ayal (1) Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; perln menetapkan
Peraturari Daerah tentang Retribusi Fenyeberangan Di Air,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayal {6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Serarn  Bagian  Timur,
Kabupalen Sermam Bagan Barst dan  Kabupaten
Kepulauan Ara ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambeban Lembaran Negara
Republik idonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 28 Talun 200% tentang Pajpk
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik [ndonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Undang-Undamg Nomor 23 Tahun 2014 tertang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonenia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 5587) sebsgaimana
telah diuhah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomar 9 Tahuoe 2015 téntang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Petherintahian Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Leribaran
Negara Republik Indonesia Nomior 5670

Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembenhukan Produk Thikum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menetapkan

L
.

dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBLSI]
PENYEBERANGAN DI AIR.

BAE [
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Daetah itu, yang dimaksud dengan
L Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya. disebut Retribusi adalah

pelayanan penyeberangan orang asftau barang dengan mengpunakan
kendaraan d air vang dimiliki danfatau dikelola dleh Pemerintah Daerah.

@

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepuluan Ara
Objek Retribusi adalah pelayapan yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daarah kepada orang pribedi atau badan untuk tujuan

kepentingan umum.
4. Subjck Retribusi adaleh orang pribadi ateu Badan vang menggunakan

atau menikmati pelayanam jasa yang disediakan atau diberikan aleh
Pernerintah Daerah.




10.

11.

12,

13.

14,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi sdtau Badan yang menurut Peraturan
Perundung-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembajmmn
retribusi, termasuk pemungur alau pemetong retribusi tertentu.

Retribusi Jasa Useha adalah jise yang disediakan oleh Pemerfatah
Daerah dengatt menpanganWt prinsip-prinsip komersial katena pada
dasarnya dapat pula disedialkan oleh sektor swasta.

Tingkat penggunaan jasa adalah juthleh penggunddn jasa yeng dijadikan

dasar alokasi beban biaya wyang dipiknl Pemerintah Daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

Tarif Retribusi adalah nila rupiah atau  presentase tertentu yang
ditetapkan untuk menghifimg besamya. retribusi

Masa Refribusi adalah suatun jangka waktu tertentu yang merupakan
batas walktiz bagi Wajib Retribusi umiuk memanfaatkan jasa dan perijinan
tcrtentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan,

Surat Ketetapan Retribiwi Deerah yang selanjutnya disinglat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besartya jumlah
polkols retribusi vang tenxang.

Dokumen lain vang dipersamakan adalah surat bukti  pembayaran
lainnya, berupa karcis, kupen dan kartu langganan yang dibayarkan
kepada Wajilb Retribusi

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S8RD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang teah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau tdah dilakukan dengan cara lain ke kes
Dacreh melalui tempat pembayaran. yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adslah
surat untuk melakukan tagihan refribusi danjatau sanksi administratif
berupa bunga danjfatau denda.

BAR I
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengaen nama Relribusi Penyeberangen di Air dipungut retribusi  sebagai

perabayaran ates pelayanan orang atau barang dengan menggunekean
kendaraan di air vang vang disediakan Pemerintah Daerah.




Pasal 3

(1) Objk Retribusi Penyeberangan di Alr adalab pelayanan orang atau
barang dengan menggunakan kendarasn di ar yang dimiliki danh/atau
dikelola oleh Pemerintah Dderah,

(3) Dikecualiksn dari objk retribusi schagaimana dimaksud péda ayat (1)
adalah pelayahen penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta. |

Pasal 4
Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah omng pribadi atay Badan
yang mengpunakan/menikmati pelayanian fasilitas Penyeberangan di Alr yang
disediakan/ diselenggarekan, olch Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atsuw Badan yang
diwajibkan wuntuk melakukan pembayaran retribusi Penyeberangan di Air
sesuad dengan Peraturan Perndang-Undangan yang berlalaa,

BAB T
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan scbagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pagal 7

1) Tingkat pengeunean jass Tarif Retribusi Penycberangan di Air didkur
berdaserkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

2) Rumus sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) harus sesuei dengan biaya
penyediaan Penyeberangan i Air yang dipikul aleh Pemerintah Dacrah
dalam meny rediakan jasa Penyeberangan di Air.

[3) Tingkat penggunazn psa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh Bupati.
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_ BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BF. SARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Pringip dan sasaran dalam penetapan besarnya ‘tarif retribusi jasa
Periy re:berangaﬁ di Ar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yarig layak _
Keuntungan vang leyak sebegaimsanz dimaksud pada syat {1} adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Penyeberangan di Air
tersebur dililnikan secara efzsién dan berorientagi pada harga pasar.

BAB V]
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pamal &

Tarif Retribuei sebagairmana dimedmud delem Pasal 7 ayat (1) adalah nilai
ruplah ateu yeng ditetapksn untuk menghitung beaarnys retribusi yang
terutang.

Tarf Retribusi dibagl dalam golongan dan ditentukan seragath menurut
golongan, seeual dengan prinalp dan sesaran penetapan tarlf Retribusi
Torif Rettibuesi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling Ema 2 (dua) Tahun sskeli,

Tatif Retribusi ditinjan. kembali sebagaimana dirnaksud pada ayat [4)
dilakiikan dengan memperhatikan indeks hargs dan perkembangan
pereltonomias,

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi yang terutang dilakukan di wilayeh Kabupaten
Kepulauan Ar,

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Penyeberangan di Ar sesusi dengan wakiu yvang tertera dalarn

tiket.
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Pasal 12

Saat Retribusi terutang eadalah pada saar diterbitkaymya Surat Ketetapan
Retribusi Daerah {SKRDY aten dokumen ldin yarig dipersdarakan,

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembiyaran retribusi vang terutang diakulian pada saat ditérimanya
Surat Ketetapan Retribusl Daerah (SKRD) atan dokumen lain  yeng
dipersamakan, '

Pembayaran retribusi dilakulkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
merpunyai tuges den tanggung jawab di bidang penyeberangan di eir
atail ditetaplan dengan Keputuasen Bupati.

Satuan Kerj Perengiat Deerah waffb memberikan bukti Surel Setoran

Retribusi Daerah (S3RD) atu dokumen lain yang dipersamakan kepeda
Wajb Retribusi,

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 14

Pemanfaatan retribngi dintamakan untuk mendanal penvelernggaraar
Pelayanan penyediaan Penyeberangan di Air.

Permanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati. '

BAB XI
SANKSI ADMINISTRA TTF

Pasal 15

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidek atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Taghan Retribusi
Daerah (STRD).

(2 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikenakan untuk paling lama 5

{lima) bulan.
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BAB X1
PENAGIHAN

Pasal 16

Pengginan Retribusi terutamg dilakukan dengan mengeunakan Surat
Tagitian Retribusi Daerah {STRD). '

Penagihan Retribusi debagaimana dimaksud pada ayat (1) didakulid
dengan surat tegurai, _ _

Penagihan Retribusi mienjadi  kedaluwarsa sctélah mélampaui  wakiu
Iisatu) Tehun sgjak saat lertlangnya retribusi, kecuali jlka Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana d bidang retribusi.

Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh
apabila;

a. diterbitkan Surat Teguran dan/fstan Sirat Palsa; atan

b. eda pengakizen utang retribusi dari Wajib Retribusi.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ditefimanya Surat Teguran
tersebut.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwsrse sstelsh
melampaui waktu 3 (tiga] Tahun terhitung scjpk saat terutanghya
retribusi

Piutang Retribusi yang tidak munglkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menctapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi  yang
gidah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud peda ayat (1).

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan seteiah kedaluwarsa Bupati belum
menetapkan keputusan sebagsimana dimaksud pada ayat (2), maks
dianggap telah dihapus.
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KETENTUAN PENUTUP

Pagal I8

Peraturan Dacrah ini muli beriaku pada langgal diundanglkan.

Agar setiap orang dapat mengetabuvinya memeérintalkan  petigundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempaiannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauarn Aru

Ditetapkan di Debo

pada tanggal 19 April 2017
BUPAT] KEPULAUAN ARU,

ted

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 15 Mei 2017
Plt. SEKRETARIE DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Lil

MOHANMAD [WJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALUKU : NOMOR 33/11/TAHUN 2017

Balinan sesuai dengan aslinya
KEPALLBAGIAN HUKUM,
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. NOVY EXWIN M. SOLISSA SH

NIP. 19711105 200501 1 009



